
WALIKOTA MADIUN 

SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 25 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA MADIUN TAHUN 2020 

Menimbang 

Me-ngingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa dalam rangka mengintregasikan program dan 

kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan 

perkembangan yang terjadi dalam satu ta.bun anggaran, 

maka Peraturan W alikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun 

Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi 

saat ini sehingga perlu diubah; 

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 

Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 0 1 

Tahun 2017; 
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12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kota Madiun Tahun 2005-2025; 

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan 

Penganggaran Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Madiun Tahun 2019-2024; 

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun 

Tahun 2020; 

19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 25 Tahun 2020; 

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Menetapkan 

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 

41.A/LHP/XXIII.SBY /03/2020 tentang Laporan Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019. 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN WALIKOTA MADWN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADWN NOMOR 25 

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KOTA MADWN TAHON 2020. 
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Pasall 

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 

Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Madiun Tahun 2020 diubah, sehingga secara keseluruhan 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Peraturan 

W alikota ini. 

Pasal II 

Pera tu.ran W alikota 1n1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peratu.ran Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di Madiun 
pada tanggal 5 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2020 NOMOR 36/G 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 5 Agustus 2020 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

Drs. H. MAIDI , SH, MM, M.Pd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a .n . WALIKOTA MADWN 

s Daerah 



1. 1. Latar Belakang 

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA MADIUN 
NOMOR 36 TAHUN 2020 
TANGGAL: 5 Agustus 2020 

BABI 

PENDAHULUAN 

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan 

bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka 

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD 

menjadi pedoman penyusunan RAPBD, Oleh sebab itu sebagai bentuk 

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD 

Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi 

landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 

2020 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020. Sebagaimana 

amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam 

Pasal 155 dijelaskan bahwa Perubahan APBD disebabkan 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak 

tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, 

surnber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam 

KUA. 

Guna melakukan integrasi terhadap RKPD dengan perkembangan 

yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Perubahan tersebut sebagai 

upaya untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai 

perkembangan situasi dan kondisi. Selain itu perubahan tersebut 

dilaksanakan untuk mengharmonisasai terhadap target dan sasaran 

baik yang melampaui maupun yang belurn sesuai capaian. 



- 2 -

Dalam pelaksanaannya RKPD tahun 2020 yang disusun 

berdasarkan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, yang merupakan 

pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD tersebut maka substansi 

penetapan prioritas memiliki nilai strategis dan penting dalam upaya 

pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan dalam RPJMD. Sesuai 

dengan RKPD 2020 Prioritas Pembangunan Kota Madiun adalah 

sebagai berikut: 

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 

b . Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan 

Infrastruktur Hijau. 

c . Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah. 

d. Peningkatan Tata Kelola Pemerint a han. 

e. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Secara prinsip 5 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan 

tersebut tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan 

Perubahan RKPD Tahun 2020. Memperhatikan Prioritas Pembangunan 

Kota Madiun Tahun 2020 tersebut di atas dan evaluasi terhadap 

pencapaian program dan kegiatan, saat ini secara umum sudah 

dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian­

penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kegiatan-kegiatan yang 

mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, 

utamanya dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Dampak pandemi covid-19 tidak memungkiri akan berpengaruh 

pada pencapaian prioritas pembangunan daerah, khususnya 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya target-target yang 

mendukung prioritas diharapkan dapat tercapai, apabila dalam kondisi 

tertentu tidak dapat tercapai dengan anggaran yang ada karena 

pelaksanaan revocusing diharapkan tidak terlalu signifikan jauh dari 

target yang sudah ada. 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 

2020 yang teJah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 menjadi dasar 

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 

dan penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 

serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang 

selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020. 
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1.2 . Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(P-RKPD). 

Tujuan p enyusunan 

Daerahantara lain: 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

a. memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan 

RKPD yang ditetapkan sebelumnya. 

b. sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), 

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Perubahan(PPAS-P) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Perubahan (APBD-P). 

c. adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan 

kegiatan baru/sedang berjalan, penamba!1an atau pengurangan 

target kinerja dan pagu kegiatan, serta perub2.han lokasi dan 

ke1ompok sasaran dari asumsi RKPD. 

d. adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran 

2019 yang harus digunakan untuk tahun 2020. 

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan 

Ren cana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Un dang Nom or 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 

17 Tahu n 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 

Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahcraan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Re:::mblik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5233); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015; 

13. Peraturan Presiden Nemer 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 

Tahun 2020-2024; 
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14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambe.han Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20018 ten tang Standart 

Pelayanan Minimal; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman P~ngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Prociuk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan J angka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2020; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan 

Tertentu, Perubahan Alokasi dan Pengg'..1naan Anggaran 

Pendapatan dan Eelanja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 / PMK.07 / 2020 Tentang 

Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam 

Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 Tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional; 

28. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

Nomor 119/2812/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang 

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disea 2019 

(COVID- 19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 

Perekonomian Nasional; 

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

30. Peraturan Walikota Madiun Noomor 25 Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemhangunan Daerah Tahun Anggaran 2020; 
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31. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen 

BAB I. Pendahuluan 

1. 1. Latar Belak:ang 

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah 

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Pen1bahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen 

1.5. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan 

2.1. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2020 Sampai dengan 

Semester I 

2.2. Evaluasi Pelak:sanaan RKPD Tahun 2020 Sampai dengan 

Semester I 

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

3.1. Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2020 

3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 

3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 

3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 

BAB N. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

5 .1. Rencana Perubahan Belanja Langsung 

5 .2. Rencana Perubahan Belanja Tidak Langsung 

BAB VI. Penutup 

1.5 . Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh 

mana keberhasilan pembangunan di Kata Madiun dan 

mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya 

perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan 

pembangunan. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan demografi, 

aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih 

lanjut analisis dari masing-masing aspek dimaksud sebagaimana 

uraian berikut. 
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1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi 

Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat 111 °-
1120 Bujur Timu rdan 7° - 8° Lintang Selatan, berada pada dataran 

rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 63 meter di atas 

permukaan laut. Berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut 

atau daratan kecamatan Manguha:..jo berada pada 63 meter diatas 

permukaan air laut, Kecamatan Taman 67 meter di atas permukaan 

air laut dan Kecamatan Kartoharjo 67 di atas permukaan air laut. 

Rentang temperatur udara antara 20°c hingga 35°C. Rata-rata curah 

hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, 

sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan 

tahun. Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, 

sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa 

kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya: 

1. perbatasan sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, 

2. perbatasan sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, 

3. perbatasan sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, 

4. perbatasan sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun 

dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. 

Sumber: madiunkota.go.id 
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Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23km2yang 

terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan 

Manguharjo dengan luas 10,04 km2 , Kecamatan Taman dengan luas 

12,46 km2 dan Kecamatan Kartoharjodengan luas 10,73 km2. 

Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) 

kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan. 

Dari aspekdemografi, berdasarkan hasil registrasi Dmas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kata Madiun, jumlah penduduk 

Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 210.115 

jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 

57.748 jiwa, Kecamatan Manguharjo 63.017 jiwa, dan Kecamatan 

Taman 89.350 jiwa. 

Rincian jumlahpenduduk Kata Madiun per kecamatan 

dapatdilihat pada tabelberikut. 

No. 

1 

2 

3 

Tabel 1. 1. 
JumlahPenduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan 

Tahun2015-2019 

Tahun/Jiwa 
Kecamatan 

2015 2016 2017 2018 

Kartoharjo 57.777 58.147 57.985 57.927 

Manguharjo 62.276 62.877 62.879 62.801 

Ta.man 88.195 89.013 88.945 89.069 

Total 208.240 210.037 209.809 209.797 

2019 

57.748 

63.017 

89.350 

210.115 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKotaMadiun, Tahun 2020 

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan 

akhir Tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota 

Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 73.045 jiwa. 

Tabelberikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota 

Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih 

sedikit, diantaranya tam.at D-·1/Il 498 jiwa; D-III 5.761 jiwa; S-1 

29.071 jiwa; S-2 1.391 jiwa, dan S-3 35 jiwa. Secara lengkap, jumlah 

penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2015 s/d 

2019 dapat dilihat dalam table berikut: 
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Tabel 1. 2 . 
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan 

Tahun 2015 s/d 2019 

Tahun 
,, 

Uraian 
2015 2016 2017 2018 2019 

PendudukBerdasarkanPendidikan 

Belu mSe kola h ; 30.989 31.740 32.430 3 1.258 3 1.374 
TidakTamat SD; 18 .575 18.695 18.755 19.575 19.887 
Tamat SD; 32 .9 50 32.318 30.919 30.169 29.266 
Tama t S LTP; 30 . 155 30.342 29.836 29.487 28.787 
Tamat SLTA; 69.799 70.756 7 1.494 72.405 73.045 
Tama t D-1/ II; 440 439 452 468 498 
Tama t D- III; 5.507 5.557 5.566 5.639 5.761 
Ta.mat S- 1; 18.6 08 18.929 19.065 19.431 20.0 7 1 
Tama t S-2; 1.205 1.238 1.268 1.334 1.39 1 
Tamat S-3 . 20 23 24 3 1 35 

Sumber: Dinas Kependuduka.n dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tamm 20?.0 

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan 

akhir tahun 2019 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
Tabel 1. 3. 

Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan 
Tahun 2015 s/d 2019 

Tahun 
Uraian 2015 2016 2017 2018 

PendudukBerdasarkanJenisPekerjaan: 
a.Belum/ Tidak 38.404 35.539 38.358 36.721 
b. Mengurus Rumah Tangga 34.6 0 3 35.328 34.773 34.965 
c. Pela jar/ Maha siswa 4 3.581 45.352 44.032 45.119 
d .Pensiunan 6.374 6 .399 6 .270 6.237 
e. PNS 7.37 9 7.396 7.204 6.992 
f.TNI 1.8 50 1.942 1.830 1.806 
g.POLRJ 1.048 1.057 1.039 1.040 
h.Jas a 8.60 8 9 .105 8.951 8.449 
i.Karyawan 42.126 4 3 .735 43.557 44.679 
j .Buruh 5.08 2 4 .690 4.578 4.489 
k.Wiraswasta 18.7 27 19.C60 18.826 18.945 
I. Lain -lain 466 434 391 355 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan SiptlKotaMadiun, Tahun 2020 

1.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

2019 

36.390 
34.412 
44.940 

6.095 
6.826 
1.771 
1.027 
8.449 

46.311 
4 .390 

18.994 
510 

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami 

perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan 

meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga 

berlaku maupun atas dasar harga konstan.Perkembangan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ma diun pada Tahun 2015 

s / d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1. 4. 
Pertumbuhan PDRB Rota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 (Rp. Milyar) 

- .. , .. r --~--,.~~· . -... ,.--.. ~ 
, . " : ~ ;fr•~'..~ .. -~•. ·.: .. ; ~- ~:::'.:;:r,-·,~-. · ~~ -f,: 

·~- ~---i✓..,. ... ; • • .. ,, ! 
. :.·.---; e:11·,· .. ,_.;. ,· . . - . ---,~ . ,- ..... , 

2015 10.192.08 
2016 11.184, 10 
2017 12.111,90 
2018 13.129,87 
2019* 14.108,33 

Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun2020 
*) angka sangat sementara 

a. Fokus Kesejahteraan Sosial 

8.455.44 6,15 
8.954,69 5,90 
9.486, 12 5,93 

10.051,71 5.96 
10.623,82 5 ,69 

Kesejahteraan masyaraka~ diukur dengan persentase 

tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat 

kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan 

keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga 

semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat 

dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke 

dalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III 

dan KS-III Plus. 

Tabel 1. 5. 
Total Pra KS, KS·I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus 

Kota MadiunTahun 2015 - 2019 

- ~ :.~•-·; · __ --~~~;-;-,-.:r.;j','1',. ''.. 
.!.... - ' . ----- ....;';..,:6.i .. \;.-iA.:,-..Jti, - n,,.~ .. ~-,. .. 

' l 
,!, '~--~~--.~-""-~·~~~~ . ,, -~ 

332 063% 198 0 37"/o 190 0 36% 120 0 23% 88 0,17% 

7.643 14,52% 7.710 14,57% 5.328 10,11% 6.806 12,99% 6.115 11 63% 

17.759 3373% 20.121 38 03% 24.502 46,47% 21.322 40 70% 22.001 4184% 

23.815 4524% 21.692 41 00% 18.162 34 45% 19.122 36,50% 19.231 36 57% 

3.096 588% 3.183 6 02% 4.541 8,61% 5021 9,58% 5151 9,80% 

52.645 100 00% 52.904 100.000/o 52 .723 100,00% 52.391 100 00% 52.586 100 000/o 

Sumber :Dinas Kesehatan dan KBKotaMadiunTahun 2020 

Prosentase Pra KS dan KS-1 ada perubahan Tahun 2018 

sebesar 13,22 % atau jumlahnya 6.926 keluarga, sedangkan 

tahun 2019 jumlahnya 6 .203 keluarga mengalami penurunan 723 

keluarga atau 1,42% hal ini menunjukkan perubahan ada 

kenaikan sedikit dalam kesejahtcraan. Prosentase Keluarga 

Sejahtera II , III dan III Plus mengalami kenaikan 1,42% (918 KK) 

yaitu tahun 2018 jumlahnya 45.465 menjadi 46.383 pada tahun 

2019, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan 

keluarga mengalami kenaikan sedikit. 
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Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai 

dengan akhir Tahun 2019 menunjukka n perkembangan yang 

sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota 

Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II 

dan III serta Ill Plus sebanyak 46.383 keluarga atau 88,20 % dari 

jumlah KK 52.586, rnengalami kenaikan dari tahun s ebelurnnya 

86, 78% dari jurnlah KK 52.391. 

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III 

Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat diliha t dengan 

persentase jurnlah Penyandang Ma salah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). Indikator ini mernbandingkan jumlah rnasyarakat 

penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jurnlah 

penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukan komitmen 

pemerintah Kota Madiun dalam upaya ~engentaskan komunitas 

masyarakat penyandang masalah kcsejahteraan sosial melalui 

program-program kegiatan rehabilitasi sosial, p erlindungan dan 

jaminan sosial serta pernberdayaan sosial . 

12.000 6 
10.723 10.583 10.702 

10.000 9.113 
Jumlah 
PMKS 

8.000 4 

3 

Sumber : Dinas Sosial, Pemberday a c..n Perempuan dan Perlindungan Anak 
KotaMadiun, Tahun 2020 

Gambar 1.2. 
Jumlah PMKS dan :Persentase PMKS Kota Madiun 

Tahun 2015 - 2019 
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12.000 10.910 10.835 10.729 1l)4,00 

10.000 102,00 

100,00 
- Jumlah 

8.000 Penanganan 
98,00 

6.000 
96,00 

94,00 

2.000 92,00 
Persentase 
Penanganan 

90,00 
2015 2016 2017 2018 2019 

Sum.her: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
KotaMadiun, Tahun 2020 

Gambar 1.3. 
Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penangan an PMKS Kota Madiun 

Tahun 2015 - 2019 

J umlah PMKS men galami peningkatan ctari Tahun sebelumnya, 

hal ini terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 

Tahu n 2012 ten tang Pedom an Pendataan dan Pengelolaan Data 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan 

PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang sebelumnya hanya 

sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS. 

Sesuai dengan instruksi p ada Peraturan Menteri Sosial tersebut 

ditindaklanju ti dengan melakukan µendataan dan pengelompokan 

kembali jenis-jenis PMKS, untuk diupdate data jumlah PMKS secara 

keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan 

ju m lah PMKS. 

Pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 201 7 jumlah PMKS 

yang terdata mengalami penambahan sebanyak 3.278 orang atau 

sebesar 5, 11 % dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang 

meningkat tersebut diikuti den gan meningkatnya jumlah yang 

tertangani secara signifikan, dengan capaian 100,30% di tahun 2019 

dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi sosial, 

perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. 

Berkaitan dengan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun mengalami 

tren yang fluktuatif karena Tahun 2015 sampai dengan 2016 

mengalami kenaikan, pada Tahun 2017 dan 2018 mengalami 

penurunan yang siknifik an bahkan sampai dengan 2019 terus 

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program-program 

pem bangunan yang berkaitan dengan penanggulan kemiskinan sudah 

berjalan walaupu n belu m maksimal yang tentu memerlukan 

penyempu rnaan lagi. 
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9.500 

9.000 

8.500 

8,000 

7.500 

7.000 
2015 2016 2017 2018 

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020 
Gambar 1.4 

2019 

5,4 

5,2 

5 
-JUMLAH 

4,8 PENDUDUK 

4,6 MISKIN 

1 4,4 -PERSENTASE 

4,2 

4 

3,8 

ANGKA 
KEMISKINAN 

Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015 sampai dengan 2019 

b . Foku.s Seni Bud.aya dan Olahraga 

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan 

olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event 

regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah 

pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. 

Keiku tsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Ta.."mn 

20 19 di bidang olahraga meningkat siknifikan dibandingkan tahun 

2018, yaitu 50 prestasi di bidang olahraga sedangkan pada tahun 

20 18 prestasinya 33 sedangkan di bidang kebudayaan terjadi sedikit 

penurunan juga pada tahun 2018 sebanyak 12 even sedangkan tahun 

20 19 sebanyak 8 even. 

Tabel 1. 6 . 
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan 

Kota MadiunTahun ~015 - 2019 ----------
PRESTASI 
KEOLAHRAGAAN 

PRESTASIKEBUDAY AAN 

6 7 

6 2 

2017 

8 33 

10 12 

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 
Kota Madiun, Tahun 2020 

50 

8 

Dengan rincian untuk prestasi olahraga sebagai berikut: 

Prestasi Olahraga selama Tahun 2019 meraih sebanyak 50 medali 

diantaranya: 

Kejuaraan PORPROV JATIM : 

a. 2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi 

b . 1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh) 

c. 1 medali perunggu cabang olahraga billiard 

d. 1 m edali emas cabang olahraga gulat 

e. 2 medali perunggu cabang olahraga gulat 
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f. 4 medali perunggu cabang olahraga judo 

g. 1 medali perunggu cabang olahraga karate 

h. 1 medali perak cabang olahraga karate 

1. 4 medali perunggu cabang olahraga muathay 

J. 1 medali perak cabang olahraga muathay 

k. 2 medali emas cabang olahraga muathay 

1. 1 medali perak cabnng olahraga renang 

m. 1 medali perunggu cabang olahraga senam 

n. 3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo 

o. 2 medali perak cabang olahraga tenis meja 

p. 1 medali perunggu cabang olahraga tcnis meja 

q. 1 medali perak cabang olahraga tinju 

r. 7 medali emas cabang olahraga jujitsu 

s. 2 medali perak cabang olahraga jujitsu 

t. 5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu 

u. 1 medali perak ca bang olahraga judo beregu 

v. 1 medali peunggu cabang olahraga tenis meja beregu 

Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019: 

a. 2 medali emas cabang olahraga atletik 

b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw 

c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat 

Prestasi Seni Budaya selama Tahun 2019 sebanyak 8 kejuaraan 

a. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah 1ingkat Nasional 

b. Juara Penyaji Catur Terbaik Festivai. Dalang Bocah Tingkat 

Nasional 

c. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi 

Jawa Timur 

d. Juara Penyaji Sabet Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat 

Provinsi Jawa Timur 

e. Juara Penyaji Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa 

Timur 

f. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat 

Provinsi Jawa Timur 

g. Juara 3 Lomba Baca Puisi Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi 

Jawa Timur 

h. Juara 3 Lomba Teater Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa 

Timur 
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1.4.3 Aspek Daya Saing Daerah 

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah 

dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan 

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan 

provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. 

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, 

fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber 

daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai 

berikut. 

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

Kemampuan ekonomi daerah dapa~ dilihat dari beberapa 

indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi 

dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK). Laju pertumbhan 

ekonomi Kota Madiun sampai dengan Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

Pertumbuhan Ekonomi 

5,96 

5,93 

,- ---,--

2015 2016 2017 2018 

Sumber: BPS Kota Madiun, Tamm 2019 

*) angka sementara 
Gambar 1. 5 . 

Laju Pertumbuhan Ekoncmi Kota Madiun 
Tahun 2015 s /d 2019 (% ) 

5,69 

2019*) 

Untuk laju pertumbuhan rill PDRB menurut lapangan 

usaha pada tahun 2015 s / d 2019 Kota Madiun adalah sebagai 

berikut. 

No 

1 

2 

Tabe l 1.7 . 
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha (% ) 

Tahun 2015 s/d 2 0 19 

TAHUN 
Uraian 

2015 2 0 16 2 0 17 2 018 

Pertanian, Kehutanan dan 1,58 1,31 -1,78 1,78 

Perikanan 

Pertambangan dan 1,98 1,91 2,31 1,07 

Pene:e:alian 

2019*) 
-0,94 

2,41 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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No Uraian 
2016 

3 lndustri Pemwlahan 6,49 

4 Pen11:adaan Listrik dau Gas 3,28 

5 Pengadaan Air dan 2,58 

Pengolahan Sampah, 
Limbah & Daur Ulang 

6 Konstruksi 5,48 

7 Perdagangan Besar dan 4,48 

Eceran, Reparasi dan 
Persewaan Mobil dan Motor 

8 Transportasi dan 6,78 

Penrudangan 
9 Penyediaan Akomodasi dan 7,28 

Makan Minum 
10 lnformasi dan Komuniasi 8,13 

11 Jasa Keuangan dan 7,52 

Asuransi 
12 Real Estate 6,76 

13 Jasa Perusahaan 8,41 

14 Administrasi 3,813 

Pemerintahaan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Waiib 

15 Jasa Pendidikan 6,3 

16 Jasa Kesehatan dan 9.35 

Kegjatan Sosial 
17 Jasa Lainnva 4,28 

PDRB 6,15 
Su.mber: BPS Kota Madzun, Tahun 2020 

") angka sangat sementara 

TAHUN 

2016 2017 2018 ~019*) 

7,21 8 7,01 4,64 

3,86 4,91 5,45 6,69 

3,82 6,84 4,44 4,52 

4,44 5,$7 2,03 4,90 

5,11 5,83 7,54 6,20 

7,13 8,18 8,48 9,11 

7,3 7,47 9,23 8,86 

6,64 6,77 5,34 4,58 

7,11 3,88 4,08 4,79 

5.64 4,22 3,57 5,96 

5 ,94 6,34 5,31 6,10 

3,05 2,46 4,48 3,85 

5,14 4,5 4,21 7,65 

5,85 5,93 7,38 7,52 

4,17 4,14 5,74 6,92 

5,9 5,93 5,96 5,69 

PDRB atas dasar harga b erlaku pada tahun 2015 s/d 

2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut: 

Uraian 

Tabel 1. 8. 
PDRB Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2015 s/d 2019 

(Milyar Rupiahl 

TAHUN - --
2015 2016 2017 2018 l 

Pertanian, Kehutanan dan 98,02 102,29 100,96 105,67 I 
Perikanan 
Pertambangan dan 2,48 2,62 2,73 2,91 
Pene:e:alian 
Industri Pengolahan 1.637,08 1.807,89 1.983,44 2.143,80 

Pengadaan Listrik dan 7,78 8,39 9,52 10,35 
Gas 
Pengadaan Air dan 22,65 24,46 26,74 28,51 

Pengolahan Sampah, 
Limbah & Daur Ulang 
Konstruksi 664,08 718,12 767,94 805,27 

Perdagangan Besar dan 2.529,95 2.791,97 3.031,46 3.371,83 

Eceran, Reparasi dan 
Persewaan Mobil dan 
Motor 
Tran sportasi dan 321, 17 360,09 407,73 449,97 

2019*) 
106,81 

3,05 

2.290,02 

11 ,22 

29,04 

834,71 

3.658,65 

498,89 



No 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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Uraian 
2015 2016 

Pergudangan 

Penyediaan Akomodasi 464,84 523,63 
dan Makan Minum 
lnformasi dan Komuniasi 1.393,96 1 524,59 

Jasa Keuangan dan 1.056,63 1.177,74 
Asuransi 
Real Estate 274,01 297,82 

Jasa Perusahaan 69,26 75,73 

Administrasi 329,41 350.21 
Pemerintahaan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Waiib 
Jasa Pendidikan 803,00 862,99 

Jasa Kesehatan dan 131,10 141,94 
Kegiatan Sosial 
Jasa Lainnya 386,66 413,64 

PDRB 10.192,08 1 1.184,11 

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahtm 2020 
") angka sementara 

T!\HUN 

2017 2018 2019*1 

574,36 636,99 705,63 

1.660,03 1.752,67 1.851,67 

1.259,76 1.355,51 1.432,48 

318,81 344,40 374,20 

82,45 90,30 98,17 

366,76 401,37 438, 16 

I 

923,49 978,13 1.067,46 

!55,98 172,62 189,69 

439,72 479,56 518,48 

12.111,90 13. 129,88 14. 108,32 

PDRB atas dasar h arga konstan pada Tahu n 2015 s/d 

No 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 9 . 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 s/d 2019 

(Milyar Rupiah) 

TAHUN 
Uraian 

2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan I dan Perikanan 75,39 76,37 75,02 76,35 

Pertambangan d an 2,04 
Penl1'11'alian 

2,08 2,13 2,15 

Industri Pengolahan 1.448,90 1.553,36 1.677,59 1.795,19 

Pengadaan Listrik dan 7,02 
Gas 

7,30 7,65 8,07 

Pengadaan Air dan 
Pengolahan Sampah, 18,38 19,08 20,39 21,29 

Limbah & Daur Ulang 
Konstruksi 548,47 572,82 604,75 616,99 

Perdagangan Besar 
dan Eceran, Reparasi 1.979,78 2.080,95 2.202,18 2.368,25 
dan Persewaan Mobil 
dan Motor 
Transportasi dan 242,76 260,07 281,35 305,21 
Penrudangan 
Penyediaan Akomodasi 

437,59 470,29 513,72 
dan Makan Minum 407,81 

lnformasi dan 1.332,55 1.421 ,03 1.517,25 1.598,22 
Komuniasi 
Jasa Keuangan dan 780,75 836,28 868,72 904,19 
Asuransi 
Real Estate 217,68 229,96 239,67 248,22 

Jasa Perusahaan 61,46 65,10 69,23 72,91 

Administrasi 
Pemerin tahaan, 281,~8 
Pertahanan dan 

289,96 2g7,09 310,42 

Jaminan Sosial Waiib 

2019* ) 

75,63 

2,20 

1.878,54 

8,61 

22,26 

647,20 

2.515,13 

330,00 

559,24 

1.671,41 

947,54 

263,02 

77,36 

322,38 



No 

15 

16 

17 

- 19 -

Uraian 
2015 2016 

Jasa Pendidikan 623,55 655,60 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 107,79 114,10 

Jasa Lainnya 319,71 333,04 

PDRB 8.455,44 8.954,70 
Sumber: BPS Kota Mad1un, Tahun 2020 

") Angka Sementara 

TAHUN 

2017 2018 2019* ) 

685, 13 714,00 768,65 

120,87 129,79 139,55 

346,82 366,76 392,10 
9.486,14 10.051,71 10.623,81 

Sedangkan atas da sar h arga konstan peranan PDRB 

Menurut Lapangan Usaha a dalah sebagai berikut. 

Tabel 1. 10. 
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 

Tahun 2015 s/d 2019 (% 1 

No Uraian 
TAHUN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

i4 

15 

16 

17 

2015 
Pertanian, Kehutanan dan 0,96 
Perikanan 
Pertambangan dan 0,02 
Pen""alian 
Jndu stri Pengolahan 16,06 
Pen gadaan Listrik dan Gas 0,08 

Pengadaan Air dan 
Pengolahan Sampah, 0,22 
Limbah & Dau r Ulang 
Konstruksi 6,5~ 

Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi dan 24,82 
Per sewaan Mobil dan 
Seo eda Motor 
1'ransportasi dan 3,15 
Perl7Udangan 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 4,56 

Jnformasi dan Komuniasi 13,68 

Jasa Keuangan dan 10,37 
Asuransi 
Real Estate 2,69 

Jasa Perusahaan 0,68 

Administrasi 
Pemerintahaan, Pertahanan 3,23 
dan Jaminan Sosial Wajib 

Jasa Pendidikan 7,88 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 1,29 

Jasa Lainnya 3,79 

PDRB 100,00 

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020 
") angka sementara 

2016 2017 2018 

0,91 0,83 0,80 

0,02 0,02 0,02 

16,16 16,38 16,33 

0,08 0,08 0,08 

0,22 0,22 0,22 

6,42 6,34 6,13 

24,96 25,03 25,68 

3,22 3,37 3,43 

4,68 4,74 4,85 

13,63 13,71 13,35 

10,53 10,40 10,32 

2,66 2,63 2,62 

0,68 0,68 0,69 

3,13 3,03 3,06 

7,72 7,62 7,45 

1,27 1,29 l,31 

3,70 3,63 3,65 

100,00 100,00 100,00 

PDRB perkapita m enurut lapangan usaha sebagai berikut : 

2019* ) 

0,76 

0,02 

16,23 

0,08 

0,21 

5,92 

25,93 

3,54 

4,98 

13,12 

10,15 

2,65 

0 ,70 

3,11 

7,57 

1,34 

3,68 

100,00 
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Tabel 1. 11. 
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.lTahun 20 15 s/d 2019 

No Uraian 2015 
1 Pertanian, Kehutanan dan 0.56 

Perikanan 

2 Pertambangan dan 0,01 
Penl!l!alian 

3 lndustri Pengolahan 9,35 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.04 

5 Pengadaan Air dan 0,13 
Pengolahan Sampah, 
Limbah & Daur Ulan2 

6 Konstruksi 3.79 

7 Perdagangan Besar dan 14,46 
Eceran, Reparasi dan 
Persewaan Mobil dan 
Sepeda Motor 

8 Transportasi dan 1,84 
Persrudane:an 

9 Penyediaan Akornodasi dan 2,66 
Makan Minum 

10 Inforrnasi dan Kornuniasi 7,97 

11 Jasa Keuangan dan 6,04 
Asuransi 

12 Real Estate 1,57 

13 J asa Perusahaan 0 ,40 

14 Administrasi 1,88 
Pernerintahaan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

15 Jasa Pendidikan 4,59 

16 Jasa KP.sehatan dan 0,75 
Kegiatan Sosial 

17 Jasa Lainnya 2,21 

PDRB Per Kapita 58,24 

Surnber: BPS Kota Madiun, Tahun 2019 
") angka sementara 

TAHUN 
2016 2017 2018 2019 
0,58 0,57 0,60 0,60 

0,01 0,02 0,02 0,02 

10,29 11,31 12,11 12,94 

0,05 0,06 0,06 0,06 

0,14 0,15 0,16 0,16 

4,09 4 ,36 4,55 4,72 

18,90 17,33 19,05 20,67 

2,05 2,32 2,54 2,82 

2,98 3,26 3,60 3,99 

8,68 9,43 9,90 10,46 

6,71 7,15 7,66 8,09 

1,70 1,81 1,95 2,11 

0,43 0,47 0,51 0,55 

1,99 2,08 2,27 2,48 

4,91 5,24 5,53 6,03 

0,81 0,89 0 ,98 1,07 

2,36 2,50 2,71 2,93 

63,69 68,89 74,5 4 79,70 

Di Kota Madiun lapangan usaha yang dominan diantaranya 

Perdagangan Besar dan Eceran yang menduduki tingkat pertama 

sebesar 20,67 juta dalam PDRB per Kapita m enurut Lapangan 

Usaha pada Tahun 2019 seperti terlihat pada tabel diatas. 

Di Kota Madiun tingkat inflasi cenderung stabil. Lebih 

detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut. 




































































































































































































































































































